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ABSTRACT

NILDAWATI KALUKU. S2119057. THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE REGULATION NUMBER 14 OF 2020 CONCERNING AMENDMENTS TO THE 2021 VILLAGE BUDGET IN THE IPILO VILLAGE GENTUMA RAYA SUBDISTRICT 

The purpose of this study is to determine and describe the implementation of Village Regulation Number 14 of 2020 concerning Amendments to the 2021 Village Budget from the aspects of timeliness, accuracy in making choices, and accuracy of targets. The method used in this study is qualitative descriptive with a case study approach. 

The specification of this research focuses on Village Regulation Number 14 of 2020 concerning amendments to the 2021 Village Budget. In its implementation, the regulation focuses on preventing and handling the Covid-19 Pandemic, resulting in budget relocation and refocusing. The Village Budget is prioritized to provide Direct Cash Assistance to economically affected communities to reduce inequality in the Ipilo Village, Gentuma Raya Subdistrict. The results show several implementations of Village Regulation Number 14 of 2020 concerning amendments to the 2021 Village Budget in the Ipilo Village. 1) In the aspect of timeliness, the implementation shows that it is effective. Regulatory changes are very important to provide social assistance to people affected by the Covid-19 pandemic. 2) In the aspect of accuracy in making choices, the implementation shows that it is quite effective. The shift in the budget plan from village infrastructure to Direct Cash Assistance to village communities affected by Covid-19 is felt by the community. 3) In terms of targeting accuracy, the implementation has been quite effective. Almost all people who are classified as underprivileged receive assistance from the village due to the impact of Covid-19. 
Keywords: village regulation, Covid-19 pandemic, Direct Cash Assistance


ABSTRAK

Nildawati Kaluku. Nim: S2119057. Implementasi Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Apbdes Tahun 2021 Di Desa Ipilo Kecamatan Gentuma Raya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan APBDes Tahun 2021 dari aspek ketepatan waktu, ketepatan dalam menentukan pilihan, dan ketepatan sasaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deksriftif kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Adapun spesifikasi focus penelitian terdapat pada Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan APBDes Tahun 2021. Dalam implementasinya, peraturan ini difokuskan pada pencegahan dan penanganan Pandemi Covid 19 sehingga terjadi relokasi anggaran dan refoucussing dengan menunda pembangunan atau pembelian barang yang  tidak mendesak, perjalanan dinas, serta pengadaan kegiatan pertemuan. Selanjutnya Kepala Desa memprioritaskan APBDes untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi guna mengurai angka kesenjangan di Desa Ipilo Kecamatan Gentuma Raya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) implementasi Pertaturan Desa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan APBDes Tahun 2021 di Desa Ipilo dari aspek ketepatan waktu  menunjukkan sudah efektif. Sebab perubahan regulasi ini sangat penting dalam rangka memberikan bantalan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemic Covid-19; 2) Dari aspek ketepatan menentukan pilihan menunjukkan sudah cukup efektif. Sebab pergeseran rencana anggaran yang tadinya untuk infrastruktur desa menjadi bantuan langsung tunai kepada masyarakat Desa yang terdampak Covid-19 dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; 3) dari aspek ketepatan sasaran menunjukkan cudah cukup efektif. Sebab hampir semua masyarkat yang tergolong kurang mampu memperoleh bantuan dari Desa akibat dampak dari Covid-19.
Kata Kunci: Peraturan Desa; Pandemi Covid-19, Bantun Langsung Tunai
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya pemerintah untuk memperluas dan memperkuat otonomi daerah pada unsur pemerintahan terkecil yaitu desa sudah menemukan momentumnya. Perlahan tapi pasti, roda pembangunan di Desa mulai menggeliat seiring telah dilaksanakannya Desentralisasi atau otonomi daerah. Desentralisasi Desa memberikan peluang untuk masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan terkait dengan permasalahan pembangunan, ekonomi, social, dan administratif pada ruang lingkup pemerintahan Desa. 

Merujuk pada pengertian didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengenai desentralisasi, otonomi danerah dan daerah otonom akan terlihat jelas bahwa terdapat Batasan kewenangan yang diberikan pada Permerintah Daerah. Arah kebijakan penyerahan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah bertujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan bagian dari ketatanegaraan Republik Indonesia perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi maju, mandiri serta demokratis. Untuk itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang selanjutnya disebut APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan yang diusulkan Pemerintah Desa yang pada hakekatnya bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Desa. Adapun tujuan dari  APBDesa dalam rangka untuk: 1) mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa; 2) mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa; 3) mempercepat peningkatan kualitas pelayanan public; 4) meningkatkan daya saing desa; serta 5) meningkatkan kualitas tatakelola  pemerintahan desa.

Wardati, S. (2020) menjelaskan bahwa fungsi APBD adalah untuk rencana keuangan antara 1 Januari sampai 31 Desember tahun yang berjalan. Anggaran tersebut terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan yang ditetapkan oleh pemerintah desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APBDes memiliki fungsi sebagai dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum dan menjamin kelayakan rencana kegiatan dari segi anggaran sehingga dapat mengoptimalkan anggaran untuk melaksanakan kegiatan didesa. 

Peneliti selanjutnya memfokuskan penelitian ini pada Desa Ipilo Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. Adapun spesifikasi focus penelitian terdapat pada Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan APBDes Tahun 2021. Dalam implementasinya, peraturan ini difokuskan pada pencegahan dan penanganan Pandemi Covid 19 sehingga terjadi relokasi anggaran dan refoucussing dengan menunda pembangunan atau pembelian barang yang  tidak mendesak, perjalanan dinas, serta pengadaan kegiatan pertemuan. Selanjutnya Kepala Desa memprioritaskan APBDes untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi guna mengurai angka kesenjangan di Desa Ipilo Kecamatan Gentuma Raya.

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan APBDes Tahun 2021, Kepala Desa Ipilo selanjutnya membentuk Desa tanggap Covid-19 sebagai bagian dari upaya pencegahan ditingkat desa yang strukturnya antara lain: Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, pendamping desa, tokoh-tokoh masyarakat, serta bermitra dengan Babinkamtibmas dan Babinsa. Akan tetapi dalam implementasi kebijakan perubahan APBDes ini, peneliti masih menemui sejumlah kendala diantaranya: 1) Ketepatan waktu dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin dirasakan lamban oleh masyarakat. Hal ini disebabkan permasalahan sinkronisasi data di lingkup pemerintah desa, pendamping desa, serta Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara sehingga pemerintah desa tidak bisa menyalurkan BLT kepada masyarakat yang terdampak; 2) Sasaran BLT Desa kurang tepat sasaran dimana peneliti melihat masih terdapat warga masyarakat yang dianggap cukup mampu secara ekonomi tetapi datanya masuk pada Daftar Penerima Bantuan ditingkat Desa. Akibatnya alokasi anggaran dianggap tidak tepat sasaran; 3) Penyaluran bantuan yang dianggap lamban sebab masih terbentur oleh proses birokasi yang Panjang. 

Dari uraian permasalahan diatas, Silitonga, D. (2022) mengatakan bahwa implementasi program Bantuan Langsung Tunai dapat diukur melalui beberapa tahapan diantaranya: 1) Ketepatan waktu. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi tingkat keekfektivitasan suatu program dalam mencapai tujuan; 2) Ketepatan menentukan pilihan. hal ini bertujuan untuk menemukan siapa yang paling layak menerima bantuan; 3) Ketepatan Sasaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan penyaluran BLT telah melalui proses dan mekanisme yang sah dan konstitusional.

Perubahan prioritas penggunaan APBDes dilakukan sebab desa sendiri yang mengetahui dan dianggap paling dekat dan paham persoalan masyarakat. Dengan demikian pergesertan APBDes diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat terutama dalam rangka pencegahan dampak Pandemi Covid-19. Oleh sebab itu peneliti selanjutnya tertarik untuk melakukan aktivitas penelitian lebih mendalam dengan judul “Implementasi Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan APBDes Tahun 2021 Di Desa Ipilo Kecamatan Gentuma Raya”.
1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari fenomena permasalahan yang peneliti angkat pada latar belakang permasalahan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan APBDes Tahun 2021 dari aspek ketepatan waktu.
2. Bagaimana implementasi Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan APBDes Tahun 2021 dari aspek ketepatan mementukan pilihan.
3. Bagaimana implementasi Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan APBDes Tahun 2021 dari aspek ketepatan sasaran.
1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan APBDes Tahun 2021 dari aspek ketepatan waktu.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan APBDes Tahun 2021 dari aspek ketepatan mementukan pilihan.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan APBDes Tahun 2021 dari aspek ketepatan sasaran.
1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi 2 bagian yang terdiri dari:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini akan mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang implementasi kebijakan dari sudut pandang Ilmu Pemerintahan sehingga dapat menjadi referensi bagi para akademisi khususnya di Universitas Ichsan Gorontalo

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber masukan dan referensi bagi pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Pemerintah Desa Ipilo, Pemerintah Kecamatan Gentuma tentang Implementasi Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan APBDes Tahun 2021
BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Kebijakan

2.1.1 
Konsep Implementasi
Implementasi dapat dinyatakan secara sederhana sebagai penerapan atau implementasi. Dalam bukunya(Nur, A. C., & Guntur, M. 2019, Browne dan Wildavsky). menegaskan bahwa “implementasi adalah perluasan kegiatan yang saling menyesuaikan diri” Serangkaian tindakan adalah disebut “implementasi”, dan merupakan proses pendistribusian kebijakan kepada masyarakat sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan. Langkah pertama dalam rangkaian tindakan adalah pembuatan peraturan tambahan yang berfungsi sebagai interpretasi kebijakan. Kedua, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk mendorong kegiatan implementasi, seperti sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, dan, tentu saja, menetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, metode untuk menanamkan kebijaksanaan praktis kepada masyarakat.
Berdasarkan perspektif ini, diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sebenarnya melibatkan jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak. Ini termasuk tidak hanya perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menyebabkan kepatuhan dari kelompok sasaran.Terlibat dalam menentukan arah untuk mencapai tujuan kebijakan publik sebagai hasil dari kegiatan pemerintah.Sementara itu, Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab, S. A. (2021) menjelaskan pengertian implementasi ini dengan menyatakan bahwa fokus perhatian pada implementasi kebijakan adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dinyatakan valid atau dirumuskan. Peristiwa dan kegiatan ini mencakup upaya untuk mengelola dan menyebabkan konsekuensi atau dampak nyata pada masyarakat atau peristiwa.

Menurut Syukur dalam Wahab, S. A. (2021), proses implementasi terdiri dari tiga komponen penting: 1) adanya program atau kebijakan yang diwujudkan; 2) kelompok sasaran, seperti kelompok masyarakat yang dipilih dan ditentukan untuk memperoleh manfaat dari program, perubahan, atau peningkatan; dan 3) unsur pelaksana (Implementors), yang dapat berupa organisasi atau individu yang bertugas mengamankan pelaksanaan serta mengawasi proses pelaksanaan. Upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi apa yang disebut Lipsky sebagai "birokrat tingkat jalanan" untuk memberikan layanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran yang dikenal dengan istilah “implementasi”. Salah satu lembaga berfungsi sebagai pelaksana kebijakan sederhana, seperti yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur publik. Upaya implementasi akan melibatkan berbagai institusi, termasuk kabupaten, birokrasi pemerintahan kecamatan, dan desa, berbeda dengan kebijakan makro, seperti kebijakan penanggulangan kemiskinan pedesaan.

Pada prinsipnya implementasi kebijakan merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan suatu kebijakan. Tidak kurang atau lebih. Ada dua cara untuk mewujudkan kebijakan publik yaitu: secara langsung mewujudkannya melalui suatu program atau melalui pembuatan kebijakan turunan atau turunan dari kebijakan publik tersebut. kebijakan.Program, proyek, dan kegiatan hanyalah sebagian kecil dari implementasi kebijakan yang dapat dilihat dengan jelas.Mekanisme manajemen yang biasa, terutama yang digunakan dalam manajemen sektor publik, diadaptasi oleh model.Program adalah titik awal kebijakan, yang kemudian dipecah menjadi proyek dan kegiatan, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat.

Dalam Wahab, S. A. (2021), Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil dalam keputusan sebelumnya. Dalam konteks upaya berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil ditentukan oleh keputusan kebijakan yang dibuat oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tindakan tersebut meliputi upaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979), yang dikutip dalam buku Silitonga, D. (2022), pengertian pelaksanaan adalah sebagai berikut: Pengertian pelaksanaan benar-benar terjadi setelah suatu program diucapkan secara substansial atau direncanakan adalah penekanannya pertimbangan pada pelaksanaan strategi, pada kesempatan dan latihan tertentu yang muncul setelah pengesahan aturan strategi negara yang menggabungkan dua upaya untuk mengarahkan mereka dan untuk menyebabkan hasil/pengaruh yang nyata pada masyarakat atau peristiwa.

Seperti dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya, tujuan dan sasaran harus terlebih dahulu didefinisikan atau diidentifikasi oleh keputusan kebijakan sebelum kebijakan dapat dimulai. Oleh karena itu, implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor untuk mencapai hasil akhir yang sejalan dengan tujuan atau sasaran kebijakan.
2.1.2 Dimensi-Dimensi Implementasi Kebijakan

Ada beberapa spekulasi dari beberapa ahli sehubungan dengan eksekusi strategi, khususnya: 1) Dalam buku Silitonga, D. (2022), teori George C. Edward Edward III menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: a) Komunikasi: Agar implementasi kebijakan berhasil, pelaksana harus menyadari apa yang harus dilakukan dan bagaimana mengkomunikasikan tujuan dan sasaran kebijakan kepada khalayak sasaran untuk mengurangi distorsi implementasi.b) Sumber Daya Terlepas dari kenyataan bahwa isi kebijakan telah dikomunikasikan secara konsisten dan jelas, implementasi akan gagal jika implementor kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya. Sumber daya manusia, seperti keahlian pelaksana, dan sumber daya keuangan adalah contoh dari sumber daya tersebut. c) Disposisi adalah karakter implementor dan karakteristik, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Pelaksana dapat secara efektif melaksanakan kebijakan dengan cara yang diinginkan oleh kebijakan jika mereka memiliki sikap positif. Proses implementasi kebijakan juga tidak akan efektif jika implementor memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan pembuat kebijakan. d) Struktur Birokrasi: Implementasi kebijakan dipengaruhi secara signifikan oleh struktur organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan. Fragmentasi dan Standard Operating Procedure (SOP) adalah dua aspek dari struktur organisasi. Tidak fleksibelnya kegiatan organisasi disebabkan oleh struktur organisasi yang panjang, yang cenderung melemahkan pengawasan dan menghasilkan birokrasi berupa prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

Dalam Wahab, S. A. 2021, Edwards mengatakan bahwa sumber daya penting mencakup staf yang cukup dengan keterampilan yang baik untuk melakukan pekerjaan mereka, wewenang, dan fasilitas yang diperlukan untuk menulis proposal dan mewujudkannya. pekerjaan umum. Prosedur Operasi Standar (SOP) dan fragmentasi, Edwards mengatakan dalam Wahab, S. A. 2021, ada dua karakteristik utama struktur birokrasi: SOP, atau prosedur kerja dengan langkah-langkah dasar, dibuat secara internal oleh pelaksana dalam menanggapi keterbatasan sumber daya dan waktu, serta keinginan untuk keseragaman dalam pekerjaan. organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Di sisi lain, fragmentasi disebabkan oleh tekanan di luar unit birokrasi, seperti komite legislatif, kelompok kepentingan pejabat eksekutif, konstitusi negara, dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi.

Menurut teori Merilee S. Grindle (dalam Wahab, S. A. 2021), lingkungan implementasi (context of implementation) dan isi kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi. Beberapa variabel tersebut adalah: apakah lokasi program sudah sesuai, apakah suatu kebijakan telah menyebutkan pelaksana secara rinci, dan apakah suatu program didukung oleh sumber daya yang memadai, serta sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau kelompok sasaran dicantumkan dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, dan sejauh mana perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan. Sebaliknya, Wibawa berpendapat (dalam Nur, A. C., & Guntur, M. 2019,) bahwa model Grindle dipengaruhi oleh konten kebijakan dan konteks implementasi. Konsep dasarnya adalah implementasi kebijakan dilakukan setelah diubah.

2.1.3 Konsep Kemiskinan

Gagasan tentang kemiskinan secara umum dapat dipecah menjadi dua kategori: kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Seseorang berada dalam kemiskinan absolut jika mereka tidak dapat memenuhi bahkan kebutuhan yang paling dasar, seperti makanan, pakaian, perawatan kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Ukuran kebutuhan dasar minimum berbasis uang digunakan untuk menerjemahkannya. Garis kemiskinan adalah jumlah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan paling dasar. Orang miskin adalah mereka yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan.

Menurut Apppenas (2014), kemiskinan adalah suatu keadaan dimana individu atau kelompok individu tidak mampu menjalankan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik adalah contoh hak dasar. Biro Pusat Statistik).

Tidak mungkin berbicara tentang kemiskinan tanpa juga berbicara tentang definisi, indikator, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah kemiskinan. Konsep kemiskinan dapat digambarkan sebagai cair, ambigu, dan multifaset.A. Bhinadi (2017) Akibatnya, para ahli menggunakan banyak istilah yang berbeda untuk menggambarkan kemiskinan, baik secara individual maupun institusional.

Banyak negara, termasuk Indonesia, menghadapi kemiskinan sebagai masalah global. Pengentasan kemiskinan mendapat perhatian yang signifikan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dimasukkannya kelaparan dan pengentasan kemiskinan sebagai tujuan pertama dan kedua, serta pengembangan komitmen global mengentaskan kemiskinan dalam bentuk apapun, adalah contohnya. Menurut Todaro et al. (2015), semua masalah pembangunan bermula dari kemiskinan yang meluas dan angka yang tinggi. Menurut Arifin, J. (2020), kemiskinan merupakan masalah multifaset yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan manusia, termasuk ekonomi, politik, sosial budaya, psikologis. , teknologi, dan aspek lain yang saling terkait. Agar berhasil, upaya pengentasan kemiskinan memerlukan kombinasi waktu, strategi, dan sumber daya.

Tipologi kemiskinan sebagaimana didefinisikan oleh Arifin, J. (2020), dapat dirinci menjadi empat dimensi utama: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural. Pertama dan terutama, kemiskinan absolut adalah keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya akan makanan, pakaian, pendidikan, perawatan kesehatan, dan transportasi. "Garis kemiskinan" atau "garis kemiskinan" biasanya digunakan untuk menentukan kemiskinan mutlak. Bisa berupa indikator tunggal atau gabungan, seperti beras, pendapatan, pengeluaran, kebutuhan pokok, atau kombinasi dari beberapa indikator. Biasanya, indikator diubah menjadi uang (pendapatan atau pengeluaran) untuk menyederhanakan pengukuran. individu atau kelompok individu dengan kemampuan finansial di bawah garis kemiskinan disebut miskin absolut.

Kedua, kemiskinan relatif adalah tingkat kemiskinan yang dialami oleh individu atau kelompok dibandingkan dengan "kondisi umum" masyarakat. Misalnya, jika garis kemiskinan adalah Rp30.000 per bulan untuk seseorang dengan pendapatan bulanan Rp75.000 per bulan. sama sekali tidak rendah, tetapi jika pendapatan rata-rata masyarakat adalah Rp.100.000, dan kerabat tersebut akan dianggap miskin.

Ketiga, kemiskinan kultural diartikan sebagai sikap, gaya hidup, nilai, dan orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan (modernisasi). Kemiskinan kultural ditandai dengan sikap malas, kurangnya keinginan untuk sukses. , pandangan fatalistik, keterikatan pada masa lalu, dan kurangnya semangat kewirausahaan.

Keempat, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh struktur politik, sosial, atau ekonomi yang menghalangi seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh akses terhadap sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya ada. Di bidang ekonomi, misalnya, proses dan praktik monopoli, yang juga dikenal dengan oligopoli, membentuk mata rantai “pemiskinan” yang sulit diputus. Karena aset dan akses sumber daya yang ada telah dikuasai oleh sekelompok orang tertentu, seseorang tidak akan bisa lepas dari belenggu kemiskinan meskipun motivasi dan kerja keras mereka kuat dalam kondisi struktural seperti itu. Pekerja, termasuk mereka yang hidup dalam kemiskinan struktural, tidak memiliki tenaga kerja terampil (tidak terampil), nelayan tidak memiliki perahu, dan petani tidak memiliki banyak lahan.

Dalam kumpulan makalahnya, Arifin, J. (2020) juga menyatakan bahwa budaya kemiskinan dapat memanifestasikan dirinya dalam berbagai konteks sejarah. Namun, masyarakat dengan kondisi berikut lebih mungkin untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya: 1) a sistem berdasarkan uang, kerja upahan, dan produksi yang digerakkan oleh keuntungan;2) tingkat pengangguran dan setengah pengangguran pekerja tidak terampil yang terus-menerus tinggi;3) upah rendah karyawan;4) Ketidakmampuan kelompok berpenghasilan rendah untuk secara sukarela atau atas inisiatif pemerintah membaik organisasi sosial, ekonomi, dan politik; 5) Keluarga bilateral daripada unilateral sistem mendominasi; Terakhir, ada seperangkat nilai yang kuat dari kelas penguasa, yang menekankan penghematan, akumulasi kekayaan, dan kemungkinan mobilitas vertikal. Hal ini juga mengasumsikan bahwa status ekonomi yang rendah adalah akibat dari ketidakmampuan pribadi atau sudah rendah posisinya.

2.1.4 Program Bantuan Langsung Tunai

Program Bantuan Langsung Tunai Menurut Maun, C. E. (2020) dalam jurnal hasil penelitiannya Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. 

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan kebijakan pemerintah dengan tujuan dan alasan tertentu. Program dapat dilihat sebagai perwujudan tindakan negara yang mengandung nilai-nilai tertentu yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah publik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Masalah publik yang relevan adalah masalah kemiskinan.
Secara umum kemiskinan adalah ketika masyarakat berada dalam keadaan serba terbatas, baik dari segi ketersediaan faktor produksi, peluang usaha, pendidikan dan perumahan lainnya. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) didasarkan pada upaya menjaga tingkat konsumsi rumah tangga sasaran (RTS) akibat pandemi yang melanda ekonomi masyarakat, khususnya kemiskinan masyarakat miskin. BLT bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Mencegah jatuhnya tingkat kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan keuangan. Meningkatkan tanggung jawab social, peran pemerintah dalam perekonomian tentunya sangat penting. Peran yang diharapkan adalah peran positif berupa kewajiban moral untuk berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan social, menjaga roda perekonomian tetap pada jalurnya. 
2.1.5 Pengelolaan Keuangan Desa
Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa “pengelolaan keuangan desa meliputi segala kegiatan yang menyangkut perencanaan keuangan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan tanggung jawab desa”. Menurut Pemendagri, No. 20 Tahun 2018 Kepala desa adalah penanggungjawab pengelolaan keuangan desa. Kepala desa dibantu oleh seorang PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) yang terdiri dari seorang sekretaris desa, seorang kepala seksi dan seorang kaur keuangan. Tugas sekretaris desa sebagai koordinator PPKD adalah mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan pedoman APBdesa, mengoordinasikan APBDesa dan perubahan rancangan APBDesa, perubahan APBDesa dan bertanggung jawab atas pelaksanaan APBDesa, mengoordinasikan penyusunan peraturan kepala desa tentang komposisi. APBDesa dan perubahan penyusunan APBDesa, koordinasi penyusunan laporan keuangan desa sebagai bagian dari tanggung jawab pelaksanaan APBDesa. Sedangkan tugas para kepala seksi dan Kaur mengambil langkah-langkah yang yang berupa tindakan pengeluaran anggaran masing-masing bagian, memantau kegiatan menurut bagiannya, menyiapkan DPA, DPPA; dan DPAL sesuai dengan bidang usahanya, membuat perjanjian kerjasama dengan pemasok untuk pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang termasuk dalam pesanan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang kegiatannya untuk memberikan tanggung jawab atas pelaksanaan APBDesa.  Pengelola Keuangan bertanggung jawab atas penyusunan RAK Desa yang meliputi penerimaan, penyimpanan, penyetoran/pembayaran, pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan dan pengeluaran desa yang terkait dengan pelaksanaan APB Desa. 
2.1.6 Asas-Asas Pengelolaan keuangan Desa 
Menurut Wahyuwandar (2020), “perekonomian desa dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, dan inklusif serta dikelola dengan anggaran yang terkendali.” Dengan prinsip tersebut diharapkan pemerintah desa transparan dalam pengelolaan keuangan desa serta bertanggung jawab dalam penyusunan perhitungan tahunan dan pengendalian penggunaan anggaran.  

1. Transparansi 
Transparansi artinya pemerintah desa mengurus keuangan desa secara terbuka karena keuangan itu sendiri adalah milik rakyat atau merupakan barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Transparansi adalah keterbukaan dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan APBD. Transparansi berarti bahwa publik memiliki hak untuk mendapat informasi tentang proses anggaran yang direncanakan. Transparansi berarti menyediakan informasi keuangan yang terbuka dan jujur ​​kepada publik, berdasarkan fakta bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan lengkap tentang tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Wijaya (2018) menjelaskan “Transparansi adalah asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat belajar dan menerima informasi sebanyak-banyaknya tentang perekonomian desa. Asas keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa transparansi sektor publik adalah keterbukaan pemerintah terhadap penggunaan anggaran yang dikelola pemerintah atau informasi keuangan. Transparansi sangat penting bagi kerja pengelola dalam memenuhi amanat masyarakat yang dikenal memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan yang berdampak signifikan bagi masyarakat. Badan Pengelola harus memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang tugas yang dijalankannya. 
Indikator transparansi yang dikemukakan dalam Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yakni: 1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa; 2) kepada masyarakat melalui media informasi; 3) Informasi memuat APBDesa , pelaksanaan kegiatan anggaran, alamat pengaduan. 

2. Akuntabilitas 
Akuntabilitas mewujudkan kewajiban untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Asas tanggung jawab menyatakan bahwa setiap kegiatan dan setiap hasil penyelenggaraan pemerintahan desa bertanggung jawab kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wahyu (2018) berpendapat bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban institusi yang diberdayakan untuk mengelola sumber daya publik. Sementara itu, menurut Aditya (2018), akuntabilitas menuntut pemerintah yang dapat menjawab pertanyaan rakyat tentang apakah sumber daya yang ada digunakan dan untuk tujuan apa.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu indikator penting pengelolaan sumber daya untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.   
3. Partisipatif 
Pengelolaan ekonomi desa memerlukan peran serta masyarakat desa sehingga berperan aktif dalam mengatur dan mengontrol rumah tangga. Dalam penatausahaan keuangan desa, masyarakat diwakili oleh Badan Musyawarah Desa sebagai lembaga  kemasyarakatan Desa.
Penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi lembaga desa dan unsur masyarakat desa dilibatkan. Menurut Fadil (2017), partisipasi merupakan persoalan relasi kekuasaan atau relasi ekonomi-politik yang direkomendasikan oleh demokrasi. Sementara itu, Sujarweni (2015) menyatakan “Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap warga desa berhak ikut serta dalam segala keputusan dalam segala kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat desa. Masyarakat dapat secara langsung atau tidak langsung berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
Secara umum dari beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan partisipasi adalah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah desa mencerminkan keinginan masyarakat.  
4. Tertib dan disiplin anggaran 

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. 

Adapun penyusunan anggaran desa menurut Yuliansyah dan Rusminto (2015) yaitu : 1) Sebelum disampaikan dalam rapat BPD, naskah anggaran desa harus sudah diterima oleh anggota BPD dan pemerintah desa selambat-lambatnya 7×24 jam sebelumnya; 2) Anggaran desa usulan kepala desa disampaikan kepada pimpinan BPD dengan surat pengantar dari kepala desa. Anggaran desa usulan anggota BPD disampaikan secara tertulis dari pengusul kepada pimpinan BPD; 3) Anggaran desa yang telah disampaikan kepada pimpinan BPD, selanjutnya didisposisikan kepada sekretaris BPD untuk diberi nomor; 4) Anggaran desa yang telah mendapat nomor diumumkan dalam Rapat Paripurna bahwa anggaran desa telah diperbanyak dan dibagikan kepada semua anggota BPD/Komisi; 5) Penjelasan anggaran desa dari pihak pengusul (Pemdes atau para pengusul dari anggota BPD; 6) Pemandangan umum dari anggota BPD dan Pemerintah desa; 
Silitonga, D. (2022) mengatakan bahwa implementasi program Bantuan Langsung Tunai dapat diukur melalui beberapa tahapan diantaranya: 1) Ketepatan waktu. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi tingkat keekfektivitasan suatu program dalam mencapai tujuan; 2) Ketepatan menentukan pilihan. hal ini bertujuan untuk menemukan siapa yang paling layak menerima bantuan; 3) Ketepatan Sasaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan penyaluran BLT telah melalui proses dan mekanisme yang sah dan konstitusional.

2.1.7 Tahapan Pengelolaan keuangan desa 
Pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki aparat pemerintah desa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Administrasi keuangan desa diatur oleh Pemdagri no. 20/2018 mengatakan: “Pengelolaan keuangan desa adalah suatu kesatuan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan tanggung jawab keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan keputusan kepala desa, yang pengelolaannya berdasarkan anggaran desa 
Adapun tahapan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Pemendagri No. 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan 

Perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan pendapatan dan pengeluaran pengelolaan keuangan desa dalam satu periode akuntansi sesuai dengan penganggaran pengelolaan keuangan desa. Pada tahap perencanaan, sekretaris desa mengoordinasikan rancangan APB desa berdasarkan RKP desa tahun itu dan petunjuk penyusunan APB desa yang ditetapkan setiap tahun oleh bupati/walikota. Panitera desa mengirimkan rancangan peraturan desa tentang APB desa kepada kepala desa. Kepala desa mengirimkan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan desa akan diputuskan bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Kepala desa mengirimkan rancangan peraturan desa kepada bupati/walikota melalui Camat atau penunjukan lainnya paling lambat 3 (tiga) hari setelah disetujui untuk dilakukan evaluasi. Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah Rancangan APB Desa diterima, Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa.  
2. Pelaksanaan 
Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah pendapatan dan pengeluaran desa yang diproses melalui rekening kas desa. Kepala desa melaporkan nomor rekening  desa kepada bupati/walikota yang selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa untuk pengendalian penyaluran dana transfer. Kepala desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja yang kemudian diserahkan melalui sekretaris desa kepada kepala desa. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala desa dan mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA kemudian menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran. Kaur dan Kasi pelaksana anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai. 

3. Penatausahaan 
Pengelolaannya dilakukan oleh bagian keuangan sebagai pelaksana transaksi kas. Bendahara wajib memasukkan semua setoran dan penarikan ke dalam buku besar dan menutup pembukuan pada setiap akhir bulan. Kaur keuangan berkewajiban untuk melaporkan dana melalui rekening. Kaur keuangan melapor kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.  

4. Pelaporan 

Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan yang dimaksud terdiri dari : a)  Laporan pelaksanaan APB Desa b)  Laporan realisasi anggaran 

5. Pertanggung jawaban 

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat: a) Laporan realisasi APBDesa; b) Laporan realisasi kegiatan; c) Kegiatan yang belum selesai dan tidak terlaksana d) Sisa anggaran dan; e) Alamat pengaduan 
2.2 Kerangka Pikir
Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan APBDes Tahun 2021, Kepala Desa Ipilo selanjutnya membentuk Desa tanggap Covid-19 sebagai bagian dari upaya pencegahan ditingkat desa yang strukturnya antara lain: Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, pendamping desa, tokoh-tokoh masyarakat, serta bermitra dengan Babinkamtibmas dan Babinsa. Akan tetapi dalam implementasi kebijakan perubahan APBDes ini, peneliti masih menemui sejumlah kendala diantaranya: 1) Ketepatan waktu dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin dirasakan lamban oleh masyarakat. Hal ini disebabkan permasalahan sinkronisasi data di lingkup pemerintah desa, pendamping desa, serta Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara sehingga pemerintah desa tidak bisa menyalurkan BLT kepada masyarakat yang terdampak; 2) Sasaran BLT Desa kurang tepat sasaran dimana peneliti melihat masih terdapat warga masyarakat yang dianggap cukup mampu secara ekonomi tetapi datanya masuk pada Daftar Penerima Bantuan ditingkat Desa. Akibatnya alokasi anggaran dianggap tidak tepat sasaran; 3) Penyaluran bantuan yang dianggap lamban sebab masih terbentur oleh proses birokasi yang Panjang.
Silitonga, D. (2022) mengatakan bahwa implementasi program Bantuan Langsung Tunai dapat diukur melalui beberapa tahapan diantaranya: 1) Ketepatan waktu. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi tingkat keekfektivitasan suatu program dalam mencapai tujuan; 2) Ketepatan menentukan pilihan. hal ini bertujuan untuk menemukan siapa yang paling layak menerima bantuan; 3) Ketepatan Sasaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan penyaluran BLT telah melalui proses dan mekanisme yang sah dan konstitusional.

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada skema kerangka pemikiran berikut ini :
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Gambar 2.1 Bagan Alur Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian
Fokus Penelitian ini bertujuan agar penelitian lebih terarah dan mudah dalam pencarian data sehingga terlebih dahulu ditentukan unit analisisnya.Manfaat dari fokus analisis ini adalah pertama, penetapan unit analisis dapat membatasi studi. Kedua, penetapan unit analisis itu berfungsi untuk memenuhi criteria inklusi-ekslusi atau kriteria keluar-masuk suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ipilo Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. Peneliti melakukan penelitian pada objek yang bedasarkan Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan APBDes Tahun 2021, Kepala Desa Ipilo selanjutnya membentuk Desa tanggap Covid-19 sebagai bagian dari upaya pencegahan ditingkat desa yang strukturnya antara lain: Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, pendamping desa, tokoh-tokoh masyarakat, serta bermitra dengan Babinkamtibmas dan Babinsa. Akan tetapi dalam implementasi kebijakan perubahan APBDes ini, peneliti masih menemui sejumlah kendala diantaranya: 1) Ketepatan waktu dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin dirasakan lamban oleh masyarakat. Hal ini disebabkan permasalahan sinkronisasi data di lingkup pemerintah desa, pendamping desa, serta Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara sehingga pemerintah desa tidak bisa menyalurkan BLT kepada masyarakat yang terdampak; 2) Sasaran BLT Desa kurang tepat sasaran dimana peneliti melihat masih terdapat warga masyarakat yang dianggap cukup mampu secara ekonomi tetapi datanya masuk pada Daftar Penerima Bantuan ditingkat Desa. Akibatnya alokasi anggaran dianggap tidak tepat sasaran; 3) Penyaluran bantuan yang dianggap lamban sebab masih terbentur oleh proses birokasi yang Panjang.
3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.Penelitian ini juga menggunakan tipe penelitian Studi Kasus.

3.2.2 Informan Penelitian
Penelitian ini tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasil penelitiannya. Responden dalam metode penelitian kualitatif berkembang terus (snowball) atau bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar secara bertujuan (purposive) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan. Alat pengumpul data atau instrument penelitian dalam penelitian kualitatif adalah si penulisi sendiri. Jadi penulis merupakan key instrument dalam mengumpulkan data maka penulis terjun sendiri ke lapangan secara aktif.
Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah mereka yang mempunyai kaitan erat dengan pada objek yang bedasarkan Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan APBDes Tahun 2021, Kepala Desa Ipilo selanjutnya membentuk Desa tanggap Covid-19 sebagai bagian dari upaya pencegahan ditingkat desa yang strukturnya antara lain: Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, pendamping desa, tokoh-tokoh masyarakat, serta bermitra dengan Babinkamtibmas dan Babinsa.

Tabel. 3.1 Jumlah Informan
	No
	Informan
	Jumlah

	1
	Kepala Desa Ipilo
	1 orang

	2
	Perangkat Desa
	2 orang

	3
	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
	1 orang

	4
	Tokoh-tokoh masyarakat
	3 orang

	
	Jumlah
	7 orang


Sumber: Data Primer diolah peneliti; 2022

3.2.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah: Implementasi kebijakan Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan APBDes Tahun 2021. Silitonga, D. (2022) mengatakan bahwa implementasi program Bantuan Langsung Tunai dapat diukur melalui beberapa tahapan diantaranya: 1) Ketepatan waktu. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi tingkat keekfektivitasan suatu program dalam mencapai tujuan; 2) Ketepatan menentukan pilihan. hal ini bertujuan untuk menemukan siapa yang paling layak menerima bantuan; 3) Ketepatan Sasaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan penyaluran BLT telah melalui proses dan mekanisme yang sah dan konstitusional.

3.2.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer
Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu di Pemerintah Desa Ipilo Kecamatan Gentuma Raya, serta melalui informan lainnya yaitu BPD, Perangkat Desa, pendamping desa, tokoh-tokoh masyarakat, serta bermitra dengan Babinkamtibmas dan Babinsa. Data primer ini berupa pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan yang ditujukan kepada informan yang telah digambarkan pada tabel diatas.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil mempelajari dan menelaah berbagai literatur yang ada sesuai topik penelitian, selain itu juga dapat diperoleh dari pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data

Instrumen penelitian adalah berupa alat bantu yang digunakan dalam kelancaran penelitian. Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi
Observasi atau pengamatan adalah teknik pengamatan yang dilakukan di Desa Ipilo Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara dengan jalan mengamati objek penelitian guna mendapatkan kelengkapan data dan mendapat gambaran mengenai objek penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan.  
2. Interview/wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data melalui kegiatan tanya jawab secara langsung dengan informan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan menelusuri data yang tersedia dalam bentuk surat-surat, buku-buku atau catatan-catatan, laporan-laporan dan sebagainya.

3.2.6 Analisis Data

Sugiyono (2011: 91) mengatakan bahwa analisa kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan data dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Proses analisis kualitatif dalam penelitian ini, dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni hasil wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya. Setelah dibaca dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya ialah mengadakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
1. Reduksi Data
Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian serta penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan penulis dengan cara menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi oleh penulis. 

Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan langkah sebagai berikut: a) Mengecek nama dan kelengkapan identitas informan dan mengecek sejauh mana kelengkapan infiormasi data yang diberikan; b) Mengecek kelengkapan instrument (daftar pertanyaan) sesuai dengan indikator kinerja. Setiap indikator dipisahkan lalu disatukan dengan jawaban yang berikan oleh informan.
2. Penyajian Data

Dalam penyajian data penulis mengumpulkan informasi yang tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada penulis untuk melakukan suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian ini, kemudian untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu sehingga mudah diamati apa yang sedang terjadi kemudian menentukan penarikan kesimpulan secara benar.
3. Menarik Kesimpulan / Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diversifikasi oleh penulis selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penulis, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan suatu proses siklus dan interaktif, dapat dilihat gambar berikut ini:






Gambar 3.1. Model Analisis Interaktif (Interactive model of analysis) Miles Dan Huberman (2014)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 
Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

Desa Ipilo adalah Desa Pemekaran dari Desa Molonggota, pada 15 September 1997 dengan Jumlah Penduduk pada masa itu berjumlah 1.140 Jiwa yang terdiri dari 240 Kepala Keluarga. 

Nama Desa Ipilo diambil dari nama sebuah kayu yang berada didesa ini yaitu Kayu Besi yang dalam Bahasa Gorontalo Kayu Wipilo atau sering disebut oleh masyarakat setempat Kayu Ipilo. Kayu tersebut merupakan salah satu potensi sumber daya alam yang ada didesa ini, sebab Kayu tersebut sangat banyak hidup didaratan desa dan ditepi sungai. Desa Ipilo terletak di bagian Utara Motomingo yang mempunyai Luas Wilayah 17.169 Ha dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

· Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Motomingo

· Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Durian

· Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Bubode
· Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Langke

4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penyelenggaan pemerintahan desa disusun dalam penerapan kehidupan bermasyarakat desa sebagai satu kesatuan system kehidupan bermasyarakat kabupaten. Penerapan peraturan kehidupan bermasyarakat desa sebagaimana yang dimaksud disusun oleh pemerintah desa dan adanya partisipasi seluruh masyarakat desa. Dalam penerapan peraturan kehidupan bermasyarakat desa, pemerintah dan masyarakat desa berpartisipasi dengan membentuk kolaborasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan desa sendiri, karena pemerintah dan masyarakat desa adalah dua pihak yang harus saling terlibat dalam penerapan peraturan desa tentang kehidupan bermasyarakat. Jadi pemerintah dan masyarakat harus ada kerja sama yang baik dalam penerapan kehidupan bermasyarakat didesa. 

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Desa menjadi salah satu program yang paling diunggulkan oleh Pemerintah Desa Ipilo Kecamatan Gentuma Raya ditengah pandemic Covid-19. Untuk itu pemerintah Desa mengelurkan diskresi kebijakan Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2020 tentang perubahan APBDes Tahun 2021 Tentang Upaya Pencegahan Covid-19
Dalam konteks penelitian ini peneliti kemudian merumuskan permasalahan berdasarkan pendapat Silitonga, D (2022) yang menekankan bahwa efektivitas program Bantuan Langsung Tunai dapat diukur melalui beberapa tahapan diantaranya: 1) Ketepatan waktu. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi tingkat keekfektivitasan suatu program dalam mencapai tujuan; 2) Ketepatan menentukan piliham hal ini bertujuan untuk menemukan siapa yang paling layak menerima bantuan; 3) Ketepatan Sasaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan penyaluran BLT telah melalui proses dan mekanisme yang sah dan konstitusional.
4.2.1 Ketepatan Waktu Penyaluran Bantuan

Efektivitas ketepatan waktu pelayanan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Motomingo diharapkan mampu menjamin percepatan, kelancaran, serta pelayanan terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan tepat dan baik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Ipilo terkait pemberlakuan Perdes tersebut, mengatakan bahwa:

„… Implementasi PERDES no. 14 Tahun 2020 Mengacu pada peraturan Mentri 222//PMK 07//2020 Tentang Pengelolaan Dana desa Yaitu menetapkan pelaksanaan BLT sebanyak 40% dari anggaran dana desa selama 12 bulan/KPM. Jadi,PERDES pada tahun 2020 telah di ubah menjadi peraturan desa ipilo nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan APBDES tahun anggaran 2021 dimana mengacu pada peraturan mentri keuangan nomor 69//PMK.07 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan mentri keuangan nomor 22 PMK 07 tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa. (Wawancara 20 Januari 2023)
Selanjutnya terkait dengan mekanisme pelaksanaannya, Kepala Desa Ipilo menambahkan bahwa:
“… pelaksanaan pengelolaan dana desa ipilo yaitu berfokus pada pendukungan penanganan Covid 19 dan dampaknya yaitu berupa BLT kepada masyarakat yang terdampak coovid 19 serta penanganan terhadap penyebaran covid 19 sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melakukan kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. (Wawancara 20 Januari 2023)


Sementara itu ketika peneliti mengkonfirmasi pertanyaan yang sama kepada Sekretaris Desa Motomingo, menambahkan bahwa:

“… Pemerintah Desa berperan dalam memfasilitasi masyarakat dan memberikan arahan yang baik kepada masyarakat tentang tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan. Pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa, Dalam Bentuk memintah informasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (Wawancara 19 Januari 2023)
Keterpaduan tugas dan fungsi aparat Desa Ipilo dalam meningkatkan efektivitas kerja yang harus diutamakan. Terkait dengan hal kemudahan prosedur/alur pelayanan dalam penyaluran BLT, salah seorang masyarakat Desa Motomingo mengatakan bahwa:

“… Kami Sebagai Masyarakat dan juga Keluarga penerima Manfaat BLT Desa Ipilo sangat mengapresiasi pelayanan Pemerintah Desa Balahu dalam hal penyaluran BLT kepada kami, dimana prosedur yang kami hadapi untuk menerima BLT sangatlah mudah. Ketika Dana BLT sudah masuk di Rekening Desa maka kepala Dusun akan memberi informasi kepada kami untuk segera datang ke Kantor Desa dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga sebagai syarat untuk menerima BLT”. (Wawancara 5 Februari 2023)


Selanjutnya terkait dengan masyarakat menunggu penyaluran BLT saat tiba di Kantor Desa Ipilo, masyarakat penerima BLT berpendapat bahwa:

“… Setelah Kami mendapat Informasi dari Kepala-Kepala Dusun mengenai Penyaluran BLT yang akan disalurkan oleh Pemerintah Desa, maka kami segera bergegas untuk datang ke kantor Desa Ipilo. Setelah kami sampai di Kantor Desa, Proses Penyaluran BLT Oleh Pemerintah Desa diawali dengan acara Seremonial yang dihadiri Oleh Kepala Desa dan lembaga Desa dimana dalam acara tersebut Kepala Desa dan Lembaga memberikan sambutan terkait dengan Pemanfaatan BLT harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Setelah acara Seremonial Selesai dilanjutkan dengan  Penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara simbolis Oleh Pemerintah Desa dan lembaga Desa Kepada Keluarga penerima manfaat (KPM) yang diwakili oleh 3 Orang KPM untuk pengambilan Dokumentasi. Setelah itu dilanjutkan dengan penyerarahan kepada KPM lainnya dengan cara dipanggil satu persatu oleh Kaur Keuangan Desa dan pelaksana Kegiatan untuk menerima Dana BLT kemudian kami dipersilahkan untuk kembali ke rumah masing-masing. (Wawancara 5 Februari 2023)

Dalam proses pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Desa selama satu tahun, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat: 1) Laporan realisasi APB Desa; 2) Laporan realisasi kegiatan; 3) Kegiatan yang belum selesai dan tidak terlaksana; 4) Sisa anggaran. Terkait dengan hal tersebut, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyampaikan bahwa: 

“… Agenda pertanggungjawaban pemerintah desa Ipilo sudah dijalankan sesuai dengan SOP yang ada. Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan desa kami upayakan tidak ada kesalahan sekecil apapun. Terkait dengan penyaluran BLT semuanya sudah sesuai dengan pedoman regulasi, dimana sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. (Wawancara 20 Januari 2023)
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Gorontalo Utara tentunya memiliki dampak luas perubahan aktivitas kehidupan masyarakat khususnya di Desa Ipilo. Oleh karena itu, melalui PSBB ini setidaknya telah diatur beberapa hal seperti kegiatan pembelajaran sekolah, dan aktivitas tempat kerja diliburkan, kegiatan keagamaan di tempat ibadah dibatasi serta pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek terkait aspek pertahanan dan keamanan. Hal ini dapat memengaruhi di bidang sektor ekonomi Indonesia di mana meningkatkan potensi masyarakat miskin, dalam mengatasi hal ini tentunya pemerintah berputar otak agar meminimalisir angka peyebaran Virus Covid-19 dan peningkatan masyarakat miskin di Indonesia dengan cara pemerintah membuat kebijakan baru di tentang pandemi Covid-19 berbagai program jaminan sosial salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau disingkat dengan (BLT-DD). Bantuan sosial ini adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dan diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang berdomisili di Desa dan rentan yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seharihari terutama diakibatkan oleh pandemi Covid-19 masyarakat yang belum menerima bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), UMKM, Kartu Prakerja, dan bantuan sosial lainnya. 

Untuk itu pertanggungjawaban dalam pengelolaan BLT merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ritonga, F. M. A. (2022). mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas ketepatan waktu kerja antara lain: 

1. Waktu, ketepatan waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan faktor utama. Semakin lama tugas dibebankan itu dikerjakan, maka semakin banyak tugas lain yang menyusul dan hal ini memperkecil tingkat efektivitas kerja karena memakan waktu yang tidak sedikit. 

2. Tugas, bawahan harus diberitahukan maksud dan pentingnya tugas-tugas yang dilegalisikan kepada mereka. 

3. Produktivitas, seorang pegawai mempunyai produktivitas yang tinggi dalam bekerja tentunya akan dapat menghasilkan efektivitas kerja yang baik. Demikian pula sebaliknya. 

4. Motivasi, pemimpin dapat mendorong bawahan melalui perhatian pada kebutuhan dan tujuan mereka yang sensitif. Semakin termotivasi pegawai untuk bekerja secara positif semakin baik pula kinerja yang dihasilkan. 

5. Evaluasi kerja, pimpinan memberikan dorongan, bantuan dan informasi kepada bawahan, sebaliknya bawahan harus melaksanakan tugas dengan baik atau tidak. 

6. Pengawasan, dengan adanya pengawasan maka kinerja pegawai dapat terus terpantau dan hal ini dapat memperkecil resiko kesalahan dalam pelaksanaan tugas. 

7. Perlengkapan dan fasilitas, adalah suatu sarana dan peralatan yang disediakan oleh pimpinan dalam bekerja. Semakin baik sarana yang disediakan oleh perusahaan akan mempengaruhi semakin baiknya kerja seseorang dalam mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan 

Sementara itu Maun, C. E. (2020) dalam jurnal hasil penelitiannya mengemukakan bahwa efektivitas ketepatan waktu adalah pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik. Sedangkan menurut Aditya (2018) efektivitas ketepatan waktu membutuhkan pemerintahan yang dapat menjawab pertanyaan masyarakat mengenai untuk apakah sumber daya yang ada digunakan dan apa tujuannya. 
Berdasarkan beberapa pendapat diatas, peneliti berkesimpulan bahwa faktor waktu, tugas, produktivitas, motivasi, evaluasi kerja, pengawasan serta lingkungan kerja dan kelengkapan fasilitas sangat mempengaruhi peningkatan efektivitas ketepatan waktu dari pegawai dan organisasi.  Apabila faktor-faktor tersebut diatas tidak ada maka Pemerintah Desa Ipilo sulit untuk meningkatkan kinerja organisasi.
4.2.2 Ketepatan Menentukan Pilihan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai

Ketepatan dalam memilih suatu kebutuhan atau keinginan merupakan tindakan yang dilakukan agar mendapat keefektifan. untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Ketepatan menentukan pilihan dianggap sebagai bagian dari proses efektifitas sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu organisasi. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi yang menggambarkan tingkat efesiensi serta kesehatan lembaga. Terkait dengan respon aparat desa terhadap pelayanan penyaluran BLT di Desa Ipilo, salah seorang masyarakat penerima BLT berpendapat bahwa:

“… Respon Aparat Desa dalam hal Pelayanan Penyaluran BLT menurut kami sangat perlu diapresiasi, seluruh Aparat Desa sudah menguasai tatacara atau Prosedur Penyaluran BLT sehingga ketika Dana BLT masuk di Rekening Desa maka kami sebagai keluarga penerima manfaat BLT mendapat Informasi melalui Kepala kepala Dusun untuk datang ke Kantor Desa dan langsung Menerima Dana tersebut.” (Wawancara 5 Februari 2023)

Sementara itu terkait apakah terdapat kendala dalam penyaluran BLT di Desa Ipilo, Sekretaris Desa Ipilo mengatakan bahwa:

“… Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai BLT di Desa Yang pertama, ada beberapa Penerima BLT yang datang untuk menerima Dana BLT belum memiliki Sertifikat Vaksninasi atau belum divaksin, sementara kami Pemerintah Desa harus menjalankan intruksi dari Pemerintah diatas dalam hal ini Pemerintah Daerah untuk menunda pemberian bantuan dalam bentuk apapun apabila Penerima manfaat bantuan tersebut belum divaksin. Hal ini bertujuan untuk mempercepat Program Pemerintah dalam melaksanakan Vaksinasi Masal untuk masyarakat agar terhindar dari Infeksi Virus Covid-19. Maka dari itu kami Pemerintah Desa dalam hal ini pelaksana Kegiatan menunda atau belum memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat Penerima BLT yang belum divaksin dan menunggu sampai masyarakat tersebut dapat menunjukan Kartu vaksin. Kedua, ada beberapa Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang hanya mengirim wakil untuk menerima Dana BLT, maka kami sebagai pelaksana kegiatan tidak melayani ketika Penerima BLT namanya tidak sesuai dengan yang ada pada data penerima BLT atau tidak sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ketiga, Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah Wafat. Ini salah salah satu kendala kami dalam hal penyaluran BLT, tetapi sesuai rapat bersama Pemerintah Desa bersama Lambaga Desa dan juga berdasarkan konsultasi kami ke Dinas terkait dalam hal ini dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), bahwa ada kebijakan yang dapat dilakukan apabila penerima manfaat BLT telah meninggal Dunia yaitu dengan melihat Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan dan yang dapat menerima Dana BLT adalah yang namanya tercantum dalam Kartu Keluarga dalam hal ini Ahli Waris dari Penerima BLT yang telah meninggal Dunia. (Wawancara 5 Februari 2023)

Kebijakan BLT-DD ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, merupakan dasar yuridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) kepada penduduk miskin di desa, dalam hal ini, diperlukan kesiapan dan kesigapan Pemerintahan Desa Ipilo untuk segera mendistribusikan BLT secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi. Terkait dengan hal tersebut, Kepala Desa Ipilo menambahkan bahwa:

“… Nilai BLT-Dana Desa yang akan diterima setiap keluarga adalah Rp.600.000, setiap bulan yang disesuaikan dengan kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp.300.000 Setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya dan masyarakat Desa Balahu menerima BLT-DD sebanyak 248 kepala keluarga. Calon penerima BLT-Dana Desa ialah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata namun memenuhi 14 kriteria. Penetapan data bagi keluarga miskin baru di desa diputuskan bersama melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Sebagai program Bantuan Langsung Tunai. (Wawancara  20 januari 2023)


Sementara itu terkait dengan tujuan dari program BLT yang bersumber dari dana desa ini, Kepala BPD Desa Ipilo menyampaikan bahwa:

“… Corona atau COVID-19 yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan ekonomi serta daya beli masyarakat yang turun akibat pandemi masih terdapat berbagai kendala dalam penyalurannya, mulai dari pendataan hingga kepada proses penyalurannya. Khususnya di Desa Ipilo terkait dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa terdapat kendala dan masalah serta juga dapat menjadi keseimbangan sosial di tengah masyarakat. (Wawancara 20 Januari 2023)

Menurut Harbani Pasolong (2012:51) implementasi kebijakan akan mengarah pada efektivitas dan efisiensi program kebijakan. Ketepatan menentukan pilihan dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Implementasi berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Sementara itu Keban (dalam Harbani Pasolong 2012:51) mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif bila tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai. Nilai- nilai yang telah disepakati bersama antara para stakeholder dari organisasi yang bersangkutan. 

Menurut Komaruddin (2005:294) pentingnya implementasi ketepatan waktu adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu”. Selanjutnya The Liang Gie (2006 : 24) juga mengemukakan bahwa “ketepatan waktu adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan”. Sedangkan Gibson (2011: 28) mengemukakan bahwa “efektivitas dalam konteks perilaku organisasi merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan”. Selanjutnya Steers (2008:87) mengemukakan bahwa “ketepatan waktu merupakan jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Sedangkan menurut Stephen P. Robbins (2008:85) keefektifan organisasi dapat didefinisikan sebagai tingkatan pencapaian organisasi atas tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara). Pemilihan itu mencerminkan konstituensi strategis, minat pengevaluasi, dan tingkat kehidupan organisasi. 

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan para ahli diatas, peneliti berkesimpulan bahwa ketepatan menentukan pilihan dalam impelementasi Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2020 tentang kebijakan BLT Desa lebih menekankan pada aspek tujuan dan manfaat bagi masyarakat Desa Ipilo dalam rangka menyikapi persoalan sosial danekonomi masyarakat desa. Untuk itu pemerintah Desa Ipilo dapat mengubah kebijakan keuangan desa apabila tujuan dan sasaran kebijakan tersebut untuk kemaslahatan warga masyarakat. oleh karenanya ketepatan menentukan pilihan kebijakan penyaluran BLT Desa sudah dianggap tepat oleh sebagian besar masyarakat dengan mengalihkan anggara pembangunan desa. 

4.2.3 Ketepatan Sasaran

Implementasi kebijakan merupakan dserangkaian proses pendistribusian kebijakan kepada masyarakat sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan. Langkah pertama dalam rangkaian tindakan adalah pembuatan peraturan tambahan yang berfungsi sebagai interpretasi kebijakan. Hal ini bertujuan agar sumber daya yang diperlukan untuk mendorong kegiatan implementasi, seperti sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, dan, tentu saja, menetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, metode untuk menanamkan kebijaksanaan praktis kepada masyarakat.
Dalam rangka memastikan ketepatan sasaran dari implementasi peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seharusya mengawal kebijakan ini apakah benar-benar tepat sasaran atau tidak. terkait dengan hal tersebut, Ketua BPD Desa Ipilo mengemukakan bahwa:

“… Yaa.. semuanya kami kawal. Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. (Wawancara 20 Februari 2023)
Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai; dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi; tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada; dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas. 

Dengan terbitnya Perppu No. 1 Tahun 2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamaan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Terkait dengan hal tersebut, Kabag Keuangan Desa Ipilo mengatakan bahwa:

“… Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT DD tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Dalam aturan itu menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. (Wawancara 5 Februari 2023)

Peneliti selanjutnya mengkonfirmasi apakah penyaluran BLT sudah tepat sasaran kepada masyarakat yang layak menerima BLT dan Bagaimana mekanisme pemilihannya, Kepala Desa Ipilo mengatakan bahwa:

“… Dalam hal mekanisme pemilihan calon penerima BLT, kami Pemerintah Desa bersama Lembaga Desa BPD dan LPM membentuk relawan Desa sebagai pendata Calon Penerima BLT. Relawan Desa diberikan surat tugas oleh Kepala Desa dan malaksanakan tugasnya sesuai petunjuk teknis berdasarkan surat dari Kementerian Desa Nomor : 09/PRI.00/IV/2020 Perihal Petunjuk teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa dimana calon penerima BLT-DD adalah keluarga miskin (KK) yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kehilangan mata pencaharian, terdapat anggota keluarga berpenyakit kronis/menahun, Non PKH, dan non BPNT. Kemudian dokumen hasil pendataan dibahas dalam Forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk Validasi, Finalisasi, dan penetapan data keluarga calon penerima BLT-DD yang dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh kepala Desa bersama lembaga Badan permusyawaratan Desa (BPD). Dokumen yang sudah ditanda tangani disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan. (Wawancara 19 Januari 2023)
Makmur dalam bukunya efektifitas implementasi kebijakan kelembagaan pengawasan (2010:7) berpendapat bahwa sasaran dapat diukur dari beberapa hal yaitu : 1) Ketepatan penentuan waktu: waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan; 2) Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan; 3) Ketepatan dalam pengukuran hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektivitasan; 4) Ketapatan dalam menentukan pilihan: merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karna dalam menetukan pilihan dibutukan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan; 5) Ketepatan dalam menetukan tujuan: tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut. 
Berdasarkan perspektif ini, diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sebenarnya melibatkan jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak. Ini termasuk tidak hanya perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menyebabkan kepatuhan dari kelompok sasaran.Terlibat dalam menentukan arah untuk mencapai tujuan kebijakan publik sebagai hasil dari kegiatan pemerintah.Sementara itu, Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab, S. A. (2021) menjelaskan pengertian implementasi ini dengan menyatakan bahwa fokus perhatian pada implementasi kebijakan adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dinyatakan valid atau dirumuskan. Peristiwa dan kegiatan ini mencakup upaya untuk mengelola dan menyebabkan konsekuensi atau dampak nyata pada masyarakat atau peristiwa.
Berdasarkan pendapat para ahli di atas peneliti berkesimpulan bahwa ketepatan sasaran merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. 

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan peneliti pada Bab sebelumnya, maka yang menjadi simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa implementasi Pertaturan Desa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan APBDes Tahun 2021 di Desa Ipilo dari aspek ketepatan waktu  menunjukkan sudah efektif. Sebab perubahan regulasi ini sangat penting dalam rangka memberikan bantalan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemic Covid-19.
2. Bahwa impelemtasi Pertaturan Desa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan APBDes Tahun 2021 di Desa Ipilo dari aspek ketepatan menentukan pilihan menunjukkan sudah cukup efektif. Sebab pergeseran rencana anggaran yang tadinya untuk infrastruktur desa menjadi bantuan langsung tunai kepada masyarakat Desa yang terdampak Covid-19 dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 
5.2 Saran


Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Ipilo Kecamatan Gentum Raya perlu merumuskan kembali Standar Operasional Prosedur Penyaluran BLT Desa. Hal ini untuk mengurangi dampak dari lamanya distribusi bantuan BLT. Disamping itu SOP juga bertujuan untuk memagari kebijakan desa yang dilasanakan sesuai prosedur administrasi pemerintahan yang tidak akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari.  

2. Diharapkan Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa atau program kebijakan desa lainnya. 
3. Pemerintah Desa Balahu diharapkan menjalankan proses penyaluran BLT-Dana Desa ini dengan dilakukan koordinasi lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintahan yang baik. Dari pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara hingga kementerian Desa terkait koordinasi dan pembagian tugas serta kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap segala program kebijakan desa khususnya terkait dengan Perubahan-perubahan APBDes.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Tupoksi Perangkat Desa

Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Apbdes Tahun 2021
LAMPIRAN-LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA
IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN APBDES TAHUN 2021 DI DESA IPILO KECAMATAN GENTUMA RAYA
Nama



:   Nanto Patilima S.P




  
Jenis kelamin

:   Laki-Laki

PendidikanTerakhir

:   S1
Unit Kerja/Bagian

:   Kepala Desa Ipilo  

1. Bagaimana implenetasi peraturan desa Nomor 14 Tahun 2020 di Desa Ipilo Kecamatan Gentuma Raya?
Jawab : Implentasi PERDES no. 14 Tahun 2020 Mengacu pada peraturan Mentri 222//PMK 07//2020 Tentang Pengelolaan Dana desa Yaitu menetapkan pelaksanaan BLT sebanyak 40%  dari anggaran dana desa selama 12 bulan/KPM. 
2. Bagaimana Pelaksanaan PERDES no 14 Tahun 2020 pada Perubahan APBDES Tahun 2021 di Desa Ipilo Kecamatan Gentuma Raya?
Jawab  :  Jadi,PERDES pada tahun 2020 telah di ubah menjadi peraturan desa ipilo nomor 3 tahun 2021 tentang perubahan APBDES tahun anggaran 2021 dimana mengacu pada peraturan mentri keuangan nomor 69//PMK.07 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan mentri keuangan nomor 22 PMK 07 tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa. 

3. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di DesaIpiloTahun 2020 sesuaidengansistem dan prosedur yang melandasinya?
Jawab : pelaksanaan pengelolaan dana desa ipilo yaitu berfokus pada pendukungan penanganan covid 19 dan dampaknya yaitu berupa BLT kepada masyarakat  yang terdampak coovid 19 serta penanganan terhadap penyebaran covid 19 sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melakukan kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.   
4. Bagaimana proses perencanaanAPBDes di DesaIpilo ?

Jawab  :  proses perencanaan APBDesa dilaksanakan melalui musyarawah desa, dan ditetapkan melalui pari purna BPD sesuai dengan rumusan hasil RKPDes tahun anggaran 2021 dan RPJMDes
5. Apakah dalam pelaksanaan APBDes pada tahun 2020 telah berjalan sesui dengan yang direncanakan?
Jawab  :  Tidak sesuai dengan yang direncanakan pada penyesunan RKPDes di karena terjadi revocusing anggaran untuk penanganan covid 
6. Apakah kepala desa sebagai peranan penting dalam desa memiliki hak untuk menentukan skala prioritasatas penggunaan Dana DesaTahun 2020?

Jawab : tidak,kepala desa tidak memiliki peranan penting dalam prioritas dana desa  
7. Apakah lembaga desa yang terdiri dari BPD, LPMD, serta masyarakat dilibatkan dalam tahap perencanaan yang diawali dengan Musrengbangdes? Jawab  :iya,dilibatkan yang sudah di rumuskan pada RPJMDes dari semua masyarakat desa ipilo.  
8. Bagaimana proses penyusunan laporan realisasi APBDes ??

Jawab  :  Laporan realisasi APBDes dilaksanakan setiap semester tahun anggaran yang dilaporkan kepada Bupati melalui camat gentuma raya dan melaporkan APBDes/Tahun Anggaran Yaitu sampai dengan 3 bulan setelah tahun anggaran berupa LKPPD  dan LPPD kepada BPD dan LPPD kepada bupati melalui camat gentuma raya  
9. Disampaikan kepada siapa saja laporan realisasi APBDes disampaikan?

Jawab : Disampaikan pada masyarakat Desa ipilo,BPD,Bupati melalui camat.
10. Siapasajapihak-pihak yang terlibatdalampenatausahaanAPBDes ??

Jawab : Sekretaris Desa, Kaur keuangan, Kaur/kasih.
Nama



:  Pratiwi V. Gobel, S.Pd.




Jenis kelamin

:  Perempuan

PendidikanTerakhir

:  S1
Unit kerja/ Bagian

:  Sekretaris Desa
1. Apakah Sekretaris Desa menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan?

Jawab : iya 
2. Apakah Sekretaris Desa menyampaikan RAPBDes kepada KepalaDesa ?

Jawab : Iya.
3. Apakah RAPBDes dibahas dan disepakati bersama dengan BPD ?

Jawab : Iya.
4. Bagaimana aparat pemerintah Desa Ipilo dalam memberikan informasi mengenai Tanggung jawab pemerintahan terkait pelaksanaan pembangunan desa?

Jawab : Pemerintah Desa berperan dalam memfasilitasi masyarakat dan memberikan arahan yang baik kepada masyarakat tentang tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan.
5. Bagaimana mekanisme aparat pemerintah Desa Ipilo dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 yang menjamin system standardisasi??

Jawab  :  Pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa, Dalam Bentuk memintah informasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 
Nama



:  Haikal Blongkod 





Jenis kelamin

:  Laki-Laki

PendidikanTerAkhir  
      :  SMA
Unit kerja/ Bagian

:  Masyarakat
1. Bagaiman atingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah Desa Ipilo dalam penyampaian pertanggung jawaban pengelolaan Dana DesaTahun 2020?

Jawab : Masyarakat Pendukung Dalam Pengelolaan Dana Desa.

2. Apakah dalam pelaksanaan APBDesa pada tahun 2020 telah berjalan sesui dengan yang direncanakan?

Jawab : Iya

3. Apakah lembaga desa yang terdiridari BPD, LPMD, serta masyarakat dilibatkan dalam tahap perencanaan yang diawali dengan Musrengbangdes?

Jawab : Iya.

4. Apakah setiap adanya rapat evaluasi baik dari kegiatan fisik maupun non fisik juga selalu melibatkan lembaga desa seperti masyarakat?

Jawab : Iya.

5. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengikuti Musrengbangdes? Apakah bias dikatakan aktif/pasif?

Jawab : Di Katakan Aktif.

6. Bagaimana partisipasi yang diberikan masyarakat terhadap pengelolaan Dana DesaTahun 2020? Dan bentuk partisipasi apa yang diberikan masyarakat??

Jawab : Masyarakat Memberikan Seadanya.

7. Adakah media publik yang terdapat di Desa Ipilo untuk mempublikasikan segala informasi terkait dokumentasi kegiatan desa yang sedang berlangsung untuk dapat dipantau oleh setiap elemen masyarakat?
      Jawab : Belum Mempunyai Alat Media Publik. 
Nama                                 : Ismail Ibarahim, S.Pd.
Jenis Kelamin                    : Laki-Laki

Pendidikan Kerja              : Mahasiswa
Unit Kerja/ Bagian            : Ketua BPD

1. Bagaimana peran aparat pemerintah Desa Ipilo dalam menerapkan prinsip transparansi dalam pembangunan desa di Tahun 2020??

Jawab :  Memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat, Menyampaikan informasi kepada ketua RT, mengadakan rapat perantara ketua RT baik secara lisan ataupun tulisan.  
2. Bagaimana prosedur pengelolaan Dana DesaTahun 2020 yang dilakukan aparat pemerintah Desa Ipilo yang menjamin adanya system keterbukaan kepad apublik dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan?

Jawab  : Mulai dari tahap perencanaan dan tahap penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan dana desa.
3. Apakah kepala des asebagai peranan penting dalam desa memiliki hak untuk menentukan skala prioritas atas penggunaan Dana DesaTahun 2020??

Jawab  :  Kepala Desa tidak berhak menentukan skala prioritas dan tidak mengambil keputusan. 
4. Bagaimana aparat pemerintah Desa Ipilo dalam memberikan informasi mengenai tajnggung jawab pemerintah terkait pelaksanaan pembangunan desa?

Jawab  :  Pemerintah desa berperan Dalam Memfasilitasi masyarakat dan memberikan Arahan yang Baik kepada masyarakat tentang tujuan pembangunan yang akan Dilaksanakan.
5. Apakah lembaga desa yang terdiri dari BPD, LPMD, serta masyarakat dilibatkan dalam tahap perencanaan yang diawali dengan Musrengbangdes?

 Jawab  : Sebagai mitra pemerintah desa dalam pembangunan LPMD Adalah lembaga yang di bentuk atas prakarsa masyarakat yang tujuannya membantu pemerintah desa dalam meningkatkan aspirasi dan pelayanan guna penyelenggaraan dan pembangunan desa yang lebih baik. 
6. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengikuti Musrengbangdes Tahun 2020? Apakah bias dikatakan aktif/pasif?

Jawab :  Dikatakan Aktif, karena Partisipasi masyarakat dalam Musrembang Desa merupakan progrram untuk membangun desa secara berkelanjutan atau asosiasi global secara bersama-sama bertanggung jawab.
7. Adakah media publik yang terdapat di Desa Ipilo untuk mempublikasikan segala informasi terkait dokumentasi kegiatan desa yang sedang berlangsung untuk dapat dipantau oleh setiap elemen masyarakat?

Jawab : Belum ada. 
8. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh lembaga desa seperti BPD dan LPMD atas kegiatan yang dilakukan terhadap Kepala Desa
Jawab :  Laporan atas perkembangan pembangunan yang dilaporkan secara berkala serta laporan akhir ketika terselesaikannya pembangunan.  
9. Bagaimana system dan prosedur aparat pemerintah desa dalam pertanggung jawaban pengelolaan Dana Desa di DesaIpiloTahun 2020?

Jawab :  Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.
10. Bagaimana sistem dan prosedur pelaporan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Ipilo Tahun 2020?

Jawab  :  Kepala Desa,  Menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap Kepada bupati/Walikota.
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